
 
 

BUPATI PANDEGLANG 
PROVINSI BANTEN 

 
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG 

 
NOMOR   4    TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2015 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  PANDEGLANG, 

 
Menimbang     :  a. 

 
 
 

 

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan 
dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa 
lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015; 
 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015; 
 

Mengingat       : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010); 
 

 3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

 4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 



 
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

 8. 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5049); 
 

 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 
 
 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 



 
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165); 
 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 
 

 18. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
 

 19. 
 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 
 

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 
 

 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
 

 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

 23. 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 



 
 

 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015; 
 

 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 2); 
 

 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 
2012 Nomor 4); 
 

 28. 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10); 
 

 29. 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 11); 
 

 30. 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 12); 
 

 31. 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);  
 

 32. 
 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang 
Tahun 2014 Nomor 7); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG 
 

dan 
 

BUPATI PANDEGLANG 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 

 
Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah  
Rp. 2.098.513.940.776,01 bertambah sejumlah Rp. 247.211.738.998,61 sehingga 
menjadi Rp. 2.345.725.679.774,62 dengan rincian sebagai berikut : 
 



a. Pendapatan Daerah : 
1. Semula    Rp. 1.902.563.647.122,38 
2. Bertambah/(berkurang)  Rp.    171.664.601.223,00  (+) 

 
Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan      Rp. 2.074.228.248.345,38 
 

b. Belanja Daerah 
1. Semula    Rp. 2.098.513.940.776,01 
2. Bertambah/(berkurang)  Rp.    247.211.738.998,61 (+) 

 
Jumlah Belanja setelah perubahan         Rp. 2.345.725.679.774,62 

Surplus/(Defisit) setelah perubahan        Rp.  (271.497.431.429,24) 

c. Pembiayaan Daerah 
 

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 
1) Semula     Rp.195.950.293.653,63 
2) Bertambah/(berkurang)  Rp.  75.547.137.775,61 (+) 
 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah  
setelah perubahan                                           Rp.271.497.431.429,24 
 

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
1) Semula     Rp.                       0,00 
2) Bertambah/(berkurang)  Rp.                       0,00  (+) 

 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
setelah perubahan                      Rp.                  0,00  (+) 
 

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan       Rp. 271.497.431.429,24(+) 
 

Sisa lebih pembiayaaan anggaran setelah  
perubahan         Rp.                   0,00 

 

Pasal  2 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari : 
 

a. Pendapatan Asli Daerah 
1) Semula     Rp. 129.948.134.640,38 
2) Bertambah/(berkurang)  Rp.   22.790.184.282,00 (+) 
 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah  
setelah perubahan                                                 Rp. 152.738.318.922,38 
 
 
 

b. Dana Perimbangan 
1) Semula    Rp. 1.302.180.459.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.       46.921.599.000,00 (+) 

 

Jumlah Dana Perimbangan setelah  
perubahan                   Rp.1.349.102.058.000,00 
 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
1) Semula    Rp. 470.435.053.482,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 101.952.817.941,00  (+) 
 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  setelah  
perubahan             Rp. 572.387.871.423,00 

 



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis pendapatan : 
 

a. Hasil Pajak Daerah 
1) Semula    Rp. 22.100.139.910,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.   6.635.695.000,00 (+) 

 

Jumlah hasil Pajak Daerah setelah perubahan  Rp. 28.735.834.910,00 
 

b. Hasil Retribusi Daerah 
1) Semula    Rp. 46.493.290.140,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.   9.276.786.000,00 (+) 

 

Jumlah hasil Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 55.770.076.140,00 
 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

1) Semula    Rp. 8.774.611.966,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.   (725.299.031,00) (+) 
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan  Daerah yang Dipisahkan 
setelah perubahan      Rp. 8.049.312.935,00 

 
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

1) Semula    Rp. 52.580.092.624,38 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.   7.603.002.313,00 (+) 

 
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
setelah perubahan      Rp. 60.183.094.937,38 

 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pendapatan : 
 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 
1) Semula    Rp. 72.565.401.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.   4.762.049.000,00 (+) 

 
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah  
perubahan        Rp. 77.327.450.000,00 

 

b. Dana Alokasi Umum 
1) Semula    Rp. 1.107.070.138.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.                           0,00  (+) 

 

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan          Rp 1.107.070.138.000,00 
 

c. Dana Alokasi Khusus 
1) Semula    Rp. 122.544.920.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.   42.159.550.000,00 (+) 

 

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan      Rp. 164.704.470.000,00 
 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c terdiri dari jenis pendapatan : 
 

a. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 
1) Semula    Rp. 91.449.369.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.      969.141.423,00 (+) 

 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 
setelah perubahan      Rp. 92.418.510.423,00 
 



b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
1) Semula    Rp.  378.985.684.482,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.    36.190.136.518,00 (+) 

 

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  
Setelah perubahan             Rp. 415.175.821.000,00 

 

c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya  
1) Semula    Rp. 0,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 64.793.540.000,00 (+) 

 

Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 
setelah perubahan                        Rp. 64.793.540.000,00 

 

Pasal 3 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari : 
 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Semula    Rp. 1.368.047.375.394,01 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.    102.640.762.993,61 (+) 

 

Jumlah Belanja Tidak Langsung  setelah  
perubahan                    Rp. 1.470.688.138.387,62 

 

b. Belanja Langsung 
1) Semula    Rp. 730.466.565.382,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 144.570.976.005,00 (+) 

 

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan         Rp. 875.037.541.387,00 
 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis belanja : 
 

a. Belanja Pegawai 
1) Semula    Rp. 1.158.062.208.737,01 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.      19.897.100.973,61 (+) 

 

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan        Rp. 1.177.959.309.710,62 
 

b. Belanja Hibah 
1) Semula    Rp. 12.231.999.350,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 48.437.285.000,00 (+) 

 

Jumlah belanja hibah  setelah perubahan     Rp. 60.669.284.350,00 
 

c. Belanja Bantuan Sosial 
1) Semula    Rp. 10.991.911.900,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.                      0,00 (+) 

 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan    
         Rp 10.991.911.900,00 

d. Belanja Bagi Hasil  
1) Semula    Rp 4.682.381.939,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.202.015.602,00 (+) 

 

Jumlah Bagi Hasil setelah perubahan   Rp. 5.884.397.541,00 
 
 

e. Belanja Bantuan Keuangan 
1) Semula    Rp. 125.608.898.986,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.   48.792.834.500,00 (+) 

 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 174.401.733.486,00 



f. Belanja Tidak Terduga 
1) Semula    Rp. 5.000.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.   (859.280.000,00)  (+) 

 

 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 4.140.720.000,00 
g. Dana Desa  

1) Semula    Rp.  51.469.974.482,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (14.829.193.082,00)  (+) 

 

 Jumlah Dana Desa setelah perubahan Rp. 36.640.781.400,00 
 

 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
belanja : 
 

a. Belanja Pegawai 
1) Semula    Rp. 1.307.601.100,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.   (154.066.100,00) (+) 

 

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan  Rp. 1.153.535.000,00 
 

b. Belanja Barang dan Jasa 
1) Semula    Rp. 364.100.013.349,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.   73.946.887.821,00 (+) 

 

    Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan         Rp. 438.046.901.170,00 
 

c. Belanja Modal 
1) Semula    Rp. 365.058.950.933,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.   70.778.154.284,00 (+) 

 

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan          Rp. 435.837.105.217,00 
 

Pasal  4 
 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari : 
 

     Penerimaan Pembiayaan Daerah 
a. Semula   Rp. 195.950.293.653,63 
b. Bertambah/(berkurang) Rp.   75.547.137.775,61 (+) 

 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah  
perubahan        Rp. 271.497.431.429,24 

 
 

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 
a. Semula    Rp. 195.950.293.653,63 
b. Bertambah/(berkurang)  Rp.   75.547.137.775,61 (+) 

 

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA) 
setelah perubahan      Rp. 271.497.431.429,24 

Pasal 5 
 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
 
a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 

 
b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi; 
 

c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 



 
d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut  Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 
 

e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah; 
 

f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per 
Jabatan; 
 

g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 
 

h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 
 

i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap 
Daerah 

j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain  

k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;  

l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

m.  Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 
 

 

 

Pasal 6 
 

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan 
Realisasi Anggaran. 
 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memenuhi kriteria sebagai berikut : 

 

a.   Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak 
dapat diprediksikan sebelumnya; 

b.   Tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c.   Berada di luar kendali dan Pengaruh Pemerintah Daerah; dan 

d.   Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan 
yang disebabkan oleh keadaan darurat. 
 

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga. 
 

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : 
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program 

dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

 

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk 
keperluan mendesak. 
 

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
mencakup: 

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 
tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 
yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 
 



(7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, 
pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi 
anggaran. 

 

Pasal  7 
 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

 
Pasal 8 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang. 
 

            Ditetapkan di Pandeglang 
             pada tanggal 29 Oktober 2015          
          

BUPATI  PANDEGLANG, 
     
        Cap/ttd 

 
ERWAN  KURTUBI 

 
Diundangkan di Pandeglang 
pada tanggal 29 Oktober 2015  
 
SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN  PANDEGLANG, 
 

     
        Cap/ttd 

 
      AAH WAHID MAULANY 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN : (  5 /2015)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


